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Organization (WHO), sexual violence includes any
sexual act carried out through coercion, threats, or
without consent. UNICEF also defines sexual violence
as actions that exploit an individual’s body for sexual
purposes, either physically or non-physically, including
exploitation and online sexual harassment. In
Indonesia, the protection of victims is strengthened
through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes
(UU TPKS), which provides a legal framework for
prevention, handling, and recovery for victims. This
counseling activity aims to increase public knowledge
regarding the forms of sexual violence, risk factors,
impacts, as well as appropriate prevention and early
response strategies. The program was conducted
through lectures, discussions, and demonstrations on
initial support for victims. The results of the activity

Keywords: sexual violence, show an improvement in community understanding of
WHO, UNICEF, UU TPKS, sexual violence and emphasize the importance of
prevention creating a safe environment.

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
berdampak besar terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban. Menurut World
Health Organization (WHO), kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang
dilakukan melalui paksaan, ancaman, atau tanpa persetujuan. UNICEF juga mendefinisikan
kekerasan seksual sebagai tindakan yang memanfaatkan tubuh seseorang untuk kepentingan
seksual, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual online.
Di Indonesia, perlindungan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan payung hukum bagi
pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor risiko, dampak,
serta langkah pencegahan dan penanganan awal. Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah,
diskusi, dan demonstrasi penanganan awal kepada korban. Hasil penyuluhan menunjukkan
peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya menciptakan
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lingkungan yang aman.

Kata kunci: Kekerasan seksual, WHO, UNICEF, UU TPKS, pencegahan

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi
namun paling jarang terungkap, karena korban cenderung takut, malu, dan mengalami
tekanan psikologis yang berat. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan
seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar atau
pendekatan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan lain yang memaksa seseorang
melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. WHO menegaskan bahwa kekerasan seksual
tidak hanya berbentuk kontak fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan
verbal, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual berbasis teknologi.
WHO juga menyoroti bahwa kekerasan seksual memiliki dampak jangka panjang berupa
trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, serta risiko kesehatan fisik seperti penyakit
menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang
menggunakan paksaan, tekanan, manipulasi, atau bentuk ancaman lainnya untuk memperoleh
aktivitas seksual dari anak atau orang dewasa yang rentan. UNICEF menekankan bahwa
kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah, sekolah, tempat
umum, lingkungan kerja, hingga ruang digital. Dalam konteks anak dan remaja, UNICEF
menjelaskan bahwa perkembangan psikososial yang belum matang membuat mereka lebih
rentan menjadi korban, terutama ketika pelaku merupakan figur yang memiliki otoritas atau
kedekatan emosional dengan mereka.

Dari perspektif psikologi, kekerasan seksual dipandang sebagai pengalaman traumatis
berat yang mampu mengganggu fungsi emosional, perilaku, dan sosial korban. Ahli psikologi
menegaskan bahwa korban sering mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), rasa
bersalah, hilangnya rasa aman, kesulitan membangun kepercayaan, hingga penyimpangan
perilaku sebagai dampak jangka panjang dari trauma yang dialami. Selain itu, faktor sosial
seperti budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan stigma masyarakat yang cenderung

menyalahkan korban (victim blaming) juga menjadi penyebab mengapa kasus

kekerasan seksual sering tidak dilaporkan.
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Dalam konteks hukum Indonesia, negara memberikan perlindungan terhadap korban
melalui beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai
bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, hak-hak korban, serta sanksi bagi pelaku. UU
ini memperluas definisi kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik,
eksploitasi seksual, dan pemaksaan kontrasepsi atau aborsi. Selain itu, UU Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin memperkokoh perlindungan hukum bagi
perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual sangat beragam, antara lain relasi kuasa
yang tidak seimbang, minimnya edukasi terkait seksualitas sehat dan persetujuan (consent),
lingkungan yang tidak aman, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, budaya pengabaian
terhadap hak korban, serta lemahnya sistem pelaporan dan penegakan hukum. Kemajuan
teknologi juga menambah kompleksitas kasus melalui fenomena seperti sextortion, cyber
harassment, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu,
tetapi juga berdampak pada keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat secara luas. Korban
berisiko mengalami gangguan emosional, sosial, akademik, hingga ekonomi. Dalam jangka
panjang, kekerasan seksual juga dapat menghambat produktivitas dan kualitas hidup korban,
serta memperbesar beban kesehatan mental masyarakat.

Melihat tingginya prevalensi dan dampak serius kekerasan seksual, diperlukan upaya
pencegahan yang komprehensif melalui edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai
pencegahan kekerasan seksual merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran,
meningkatkan pengetahuan, serta mendorong masyarakat agar mampu melindungi diri,
mendukung korban,

dan menciptakan lingkungan yang aman. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan
masyarakat dapat mengenali bentuk kekerasan seksual, memahami dampaknya, mengetahui
alur pelaporan, serta memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan awal kepada

korban secara tepat dan tidak menghakimi.
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METODE

Metode pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan
terstruktur yang diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan acara. Pada tahap awal,
peserta melakukan registrasi kemudian acara dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan
pembacaan doa serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Akper sebagai bentuk
pembukaan resmi kegiatan. Setelah itu diberikan sambutan dari perwakilan kampus,
pejabat setempat, dan ketua panitia sebagai ucapan selamat datang dan tanda dimulainya
kegiatan penyuluhan secara formal. Memasuki sesi inti, moderator memandu
penyampaian materi penyuluhan.

Materi pertama membahas mengenai hipertensi, mencakup pengertian, faktor
risiko, upaya pencegahan, serta pentingnya deteksi dini. Setelah pemaparan, moderator
membuka sesi tanya jawab singkat agar peserta dapat memperdalam pemahaman mereka.
Materi kedua dilanjutkan dengan topik kekerasan seksual, yang mencakup bentuk-bentuk
kekerasan seksual, tanda dan gejala, dampak terhadap korban, serta langkah pencegahan
dan perlindungan. Peserta diberikan kesempatan kembali untuk berdiskusi dan
mengajukan pertanyaan sehingga penyuluhan berlangsung interaktif dan informatif.

Setelah sesi materi, panitia melaksanakan penyerahan plakat kepada pemateri
sebagai bentuk apresiasi, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara
pejabat kampus, pejabat setempat, panitia, dan para peserta. Selanjutnya, peserta
dipersilakan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh panitia, seperti
pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan dasar lainnya sebagai bentuk layanan
tambahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup oleh
moderator dan MC, yang menandai berakhirnya seluruh sesi penyuluhan. Seluruh
kegiatan didokumentasikan dan nantinya akan disusun dalam bentuk laporan hasil

penyuluhan.

HASIL

No Inisial/asal Pertanyaan Evaluasi Respon Audiens
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Ny. A, 38 thn, Tacciri

Apakah  lbu  sudah
memahami  pengertian
kekerasan seksual serta
bentuk-bentuknya seperti
pelecehan, pemaksaan,
dan kekerasan seksual
berbasis digital?

Ny. A mampu
menjawab  dan
memahami

pengertian serta
berbagai bentuk

kekerasan
seksual yang
dapat terjadi di
lingkungan
keluarga maupun
masyarakat

Tn. R, 45 thn, Tacciri

Apakah Bapak
mengetahui faktor risiko
yang dapat memicu
terjadinya kekerasan
seksual, baik dari sisi

Tn. R mampu
menjelaskan

faktor risiko
kekerasan
seksual  seperti

relasi kuasa yang
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individu maupun | tidak seimbang,
lingkungan? minimnya
edukasi, dan
lingkungan yang
tidak aman
Ny. S, 29 thn, Tacciri Apakah Saudari | Ny. S mampu
memahami langkah- | menjawab  dan
langkah pencegahan | memahami
kekerasan seksual dan | upaya
tindakan yang harus | pencegahan
dilakukan jika terjadi | kekerasan
kekerasan seksual? seksual,
termasuk
pentingnya
edukasi,
keberanian
melapor, dan
mencari bantuan
ke layanan
terkait
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PEMBAHASAN
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode field visit,
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi sasaran untuk
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memberikan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan berlangsung di Tacciri dengan hasil

kegiatan yang ditampilkan pada tabel.

Sejak awal pelaksanaan, komunikasi antara mahasiswa dan peserta berjalan
dengan baik, baik pada sesi penyuluhan maupun saat roleplay. Peserta yang hadir
sebanyak 66 orang (bukti terlampir), yang merupakan warga Tacciri. Acara dimulai
dengan sambutan pembukaan oleh ketua panitia, dilanjutkan dengan penyampaian materi
oleh salah satu mahasiswa. Setelah itu, dilakukan sesi diskusi mengenai topik hipertensi,
pemberian motivasi kepada peserta, evaluasi materi yang telah disampaikan, serta
penutupan kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat

respon positif dari peserta.

penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual berhasil meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai pengertian kekerasan seksual, faktor risiko, serta
langkah pencegahan dan penanganan awal yang tepat. Peserta menunjukkan pemahaman
yang baik terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun
nonfisik, termasuk kekerasan seksual berbasis digital. Melalui metode ceramah dan
diskusi interaktif, peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi, yang terlihat dari
keaktifan dalam mengajukan pertanyaan dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung.

Sebagian besar peserta mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk
kekerasan seksual, mengidentifikasi faktor risiko seperti relasi kuasa yang tidak seimbang,
minimnya edukasi seksualitas sehat, lingkungan yang tidak aman, serta budaya yang
cenderung menyalahkan korban. Selain itu, peserta juga memahami dampak kekerasan
seksual terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban. Peserta mampu
menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang

meliputi peningkatan kesadaran batasan diri dan orang lain, pentingnya
persetujuan (consent), keberanian untuk melapor, serta pemanfaatan layanan pengaduan
dan pendampingan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan
memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan

masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Penyuluhan pencegahan kekerasan seksual memberikan peningkatan signifikan
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dalam pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta
langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal. Peserta mampu mengenali berbagai
bentuk kekerasan seksual termasuk kekerasan berbasis digital, serta memahami
pentingnya memberikan dukungan yang tepat tanpa menyalahkan korban. Kegiatan ini
juga berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan
yang aman dan mendukung korban. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan dapat
menjadi Langkah awal dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat secara
lebih luas.
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